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PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
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TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KAE}UPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal L2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengaa
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
D-r!!I^-t^^- ta4A--^ i.^^ t)^-^+,.-^- r_t^-^-.:-.^t^ t\T^* ^- er|r Lr Lrw6Lrrcur r\L(l(la. -rLao I r;lal-ttlcl-r.t r c;urErlllLdtlt ltvlu\/ t \,,

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dal
Belanja Negara, bupati Morowali menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembegan dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2018.

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Bangai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39O0);

sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
\l^-^- 11 'n^L"- Onnn 1"^-+^-- D6-r'h^r^^- ITnzt^-^r utr@16

Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Bangai kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
!r,--,-l-r.rl, rr-,--^_ E-.ra\t _-t-^_N(,PLIU!,:! rlr(l(rllc!1il lr(_rltlur oJo>1, scij'dtarnra-lta Leia.ir

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 757, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan
r -,-- r- - --^ -- !_-l-_--^:_tlctttuc,.lcrlt rttEa,tlir. I\Epl'.lr.ruri ttlt,lLrlrClla llLrlllUl .J.J..rO,,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O16 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/PMK.O7 /2017
tenta-ng Pengelolaaa Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

I .,r l r.tr\rTz

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.O7 /2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita
tr^-^-^ D^-,,L1]1- l-J^-^^i^ ,Tr^L--- 

^n 
t 7 \r^-^- 100r\.iic6aiia ^t,P!..r-,rr^ 

, rrtJluvr re()-tr,

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertingal, dan Transmigrasi Republik indonesia Nomor
16 2018 tentang Prioritas pengunaan Dana Desa 2019
1D^-:l^ \T^-^;^ -^-"Llil. I-zl^--^i^ 'T'^L"- On 1a Irlrqvrr.r^ \
i-D-i -LLii iiu6,iii ai iuPiivaiir )

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (kmbaran Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2018 Nomor O9).



indeks kesulitan geogra{is setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor ...
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(l) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidarg statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
AF Desa = (0,10 * Zl) + (0,50 * Z2l + {O,r5- Z3l + (O,25* Z4l\- P\F

Vo}r l|.a+arruu/ r\vr!

Keterangan:
AF Desa
z1

= Alokasi Formula setiap Desa

= rasio iumlah penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk Desa kabupaten
Morowali

= rasio jurnlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa
r,^.^.-.^l:lad,uq Palgrl rvlul (rwa4rr

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilaYah Desa kabuPaten
Morowali

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabupaten Morowali
= Alokasi Formula Kabupaten Morowali

22

Z3

24

AF Kab/Kota



Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KARI]PATEN MOROWA],I TAHI]N ANGGARAN 20.I g

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Feraruran tsupati ini yalg dimaksuci ciengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wiiayair yeutg ber'wcrrarrg urriuk rireri8alur' riart rlrcrlgur us
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
b"gi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Daerah adalah Kabupaten Morowai
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati

penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan Pemerintahan
kewenangan Daerah Otonom.

8. Bupati adalah BuPati Morowali

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Morowali

Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan

sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Feneiapan Rirrcian Dama Desa untuk seiiap Desa cii
Morowali Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB iii
PEI\IYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran l)ana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 207o (dua puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 4ooh (ernpat
puluh persen): dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 407o (empat
puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I

dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa
mengenai APBDes dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian outyrut Dana Desa sampai
dengan tahap II dari Kepala Desa.



(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh
!:_--- __-._--..-,-\ --_L- -^---r_-- :__t,t_^.-rrrrria }.,cr scrv ua tt t aLaa- t aLie, va palt?rt! vulptal tttcttuLrJ ul1-l1'iarr

paling kurang sebesar 507o (lima puluh persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase
^^-^^:^.. --.1--.1 A-; ^^1,,-,,1^ 1-^-:^+^-r-(r.1ucuar_r uLrLyL.L Lt<^t t -ru1 tu1 ttEtsra, !2L11.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
otttput sebagatmana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
1,-;^+^^ -.if^+ l.-^i^+^- rrr^:^h ^r,+nr,+ .,^trr'.^ ^r.in,,+

cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data.,
lzana'la Aaoa .la?raf marn, r+-lzhi.L'.n fal-ral ra

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian / lembaga terkait.

BAB IV
PEI\IGGUI\iAAI\I DANA DESA

Pasal 10

(l) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
..ar-hanrr' 'n.- /tah nam l.rarrl orra an rnacrraralzof+ ..^uvJ!4g!r$! J s^r6

meliputi ... (sesuai dengan prioita.s gang ditetapkan
Mentei Desa. Pembarqunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasil.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan bupati.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ltl- ---:t - -,-(rl rJcr ltrir.ll l-ri1ud. Jaiat gva1r(,li1sr ra-rrLi rEaarl PtlaLuri1'll ,Jcsi1

mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.



Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAI} V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(i) i(epaia Desa menyampaikran iaporan reaiisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian outryt Dar,a
Desa seLagaiurarra rj.iriraksud pada ayal (i) icrtiiri ai;rs:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa
dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengal tahap II.

(3) l,aporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran be{alan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal
7 tahun anggaran be{alan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian ou@ut setelala
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada



BAE} VI
SANKSI

Pasal 14

(i) tsupari menunria penyaiuran Dana Desa, ciaiam hai:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (a) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggarurn
sebelumnya lebih dari 307o (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
- -'l- -'l - - -- -- -, -tic lrcl u ll ll ry ir..

(3) Dafam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyduran Dana Desa
r^L ^- Il r.il^l- J.il-l-,,!---Larra.P u Llrra^ u .trcrr\ L,r fr€Lr r.

(a) Dalam hal sampai dengaa minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

T-r^- ^ n--^ ,,^-^uurq vvso J.!t6

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
cahaaaimana zl'irnalzcrrrl aaAa atra+ {?l rlan ot,o+ 14.\ lra^aAo

rest^ \4J g!

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
di:naksud pada a;,41 (4) tidak dapat disalurkan kemboli
pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
claerah rlalam hal ter.lapat potensi a-tarr tela.h teiadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

disampaikan kepada buoati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



Pasal 15

(l)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam ha-l:

a.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 3O%o; dan

^ +^--l^-^+ ,,^,,!^- l^..:L, rt,l rrd,uaL (lor.rrcu, rrdu r a.Par a.r Pl;rrtsa.vt a.D f'. - -^: ^* ^1lUrr6,OrLr1ra,r

daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala

F: -:1_ -' -,-I\rrl! Dcli,-tltl r\rat rcllyiarula,lJr lJnr\ -o ltitlL (1irul lJa1'-tlir, r./El'ir..

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat akhir bulan November tahun angqaran
belalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan
t1r t) l) lillr(lll ra1.lrEtsir.ririr Lrcrrrl.uu.r]41 stsuar ucrr6a1lr

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran

sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berialan, bupati menyampaikan perrnintaan penyaluran
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran beqjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyalural Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

|L----al- 
---jl^ 

!-,.l^-^r -.i^^ n^-^ n^^^rd,od,r r '? d,J at t l, l l llr Ltl l,rr lrrd.Srrr Lcl ua,Pi^L 5lDi1 ucttta uaana

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun angqaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Feraturan tsupaii
diundangkan.

Pasal 14

ini muiai beriaku pada tanggai

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
lreucriipai-har rrrya rjaiarl Ber'i ia Daerair Kab upaicri ivior'owaii

F,lrI;1F i(0SRDiillA$l

i), l:"r:.;:il :, :l:::ljadan

Ditetapkan di Buo4ru
pada tanggal ag Vzcrernbec

BUPATI MOROWALI

aat2

.rr:ii:r ; ,-r:.-,rJ/

TASLIM

Diu di.w99w
V1 Ve5ew^bar 9ol8

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
;l

MOH- J

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR o49

51. $o:i;tl,t

#2. A:;i;r:.ir

,[. r
far

\



Lampiran
Nomor
Tentang

: Peraturan Bupati Morowali
:44 T/$uN aols
: Tata cara pembagian dan penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa

Tahun Anggaran 2019

No. Nama Desa
Pagu Dana Desa per -

Oesa
Keterangan

1 2 3 4
I MENUI KEPULAUAN 18.116.216.000
1 Matarape 767.290.OOO

2 Terebino 7 49.974.OOO

Kofalagadi 740.163.000
4 Ulu n ipa 813.976.000

5 Wawangkolono 796.258.000

6 Pulau Tiga 853.591.000

Ngapaea 134.44L.OO0

8 Padei Laut 855.762.000

I Morompaitonga 761.295.000

10 Dongkalan 852.909.000

77 Matano 821.419.000

72 Tanona 799.811.000

73 Mbokitta 760.936.000

L4 Masadian 884.620.000

15 Pulau Tengah 768.109.000

76 Padei Darat 778.923.0OO

77 Buranga 738.727.OOO

18 Toru ku no 731.102.000

19 Tanjung Harapan 777.3t2.OOO

20 Tanjung Tiram 754.162.OOO

27 Samarengga 833.585.000

22 Padala"a 789.736.000

23 Tafagapi 752.775.000

il BUNGKU SELATAN 22.546.468.000

24 Bungingkela 873.771.0OO

25 Bu nginten d e 926.370.000

26 Panimbawang 824.342.OOO

27 La montoli 825.297.OOO

28 Kaleroang 1.002.819.000

29 Boelimau 921.840.000

30 Sainoa 1.365.954.000

31 Lalemo 870.459.000

32 Pulau Dua Darat 783.462.000

33 Jawi-Jawi 849.953.000

34 Lokombulo 879.060.000

35 Poaro 844.652.000

36 Eakala 821.958.000

37 Buajangka 816.558.000

38 umbele 758.678.000

39 Buton 838.285.000

40 Umbele Lama 913.139.000

3

7



1 2 3

4L Pulaubapa 799.518.000
42 Padabale 83s.119.000
43 Waru-Waru 821.453.000

M Kob u ru 809.292.000
45 Pulau Dua 825.057.000

46 Polewali 797.577 .OOO

47 Pado-Pado 943.847.000

48 Po'o 760.O77.OOO

49 Pa ku 838.045.000

ilt BUNGKU PESISIR 8.006.623.000

50 Puungkeu 796.388.000

51 One Ete 767.872.OOO

52 Tandaoleo 889.977.000

53 Sambalagi 792.996.OO0

54 Buleleng 770.353.000

55 Torete 820.861.000

56 Lafeu 810.496.000

57 Were'a 784.815.000

58 Tangofa 806.747.OO0

Laroenai 772.178.OOO

IV BAHODOPI 9.731.512.000

60 Makarti.iaya 759.746.000

Bahodopi 814.181.000

62 Lalampu 790.450.000

Keurea 824.840.000

64 Padabahao 757.6L2.OOO

65 Siu m batu 807.946.000

66 Dampala 840.959.000

6'7 Baho Makmur 796.238.000

68 Le-Le 868.297.000

69 Labota 863.991.000

70 Fatufia 781.584.000

Bete-Bete 825.668.000

V BUNGKU TIMUR 7.915.394.000

72 Bahomoahi 771.563.000

73 Oneputeh Jaya 77s.836.000

74 La roue 836.368.000

75 Kolono 783.360.000

76 Ululere 793.451.000

77 Nambo 827.734.000

78 Bahomotefe 813.343.000

79 Lahuafu 742.964.000

80 Geresa 784.783.000

81 Unsongi 785.992.000

vt BUNGKU TENGAH 10.s91.559.000

82 Mata nsala 746.363.000

83 Bahomoleo 802.920.000

a4 Tofuti 725.7L2.O00

85 Puungkoilu 802.828.000

4

59

61

63

71



86 Bente

87 lpi

88 Tudua

91 Bahontobungku

92 Sakita

93 Bahoruru

96 Umpanga

97 Marga Mulya

99 Uedago

100 La roben u

101 Wata

102 Tondo

103 Wosu

104 Topogaro

vlil BUMI RAYA

105 Limbo Makmur

106 Samarenda

107 Atananga

108 Lambelu

109 Beringin Jaya

110 Pebotoa

11r. Karaupa

7t2 Bahonsuai

113 Harapan Jaya

tl4 Parilangke

115 Pebatae

1L6 Lasampi

L17 Umbele

tx WITA PONDA
118 Emea

119 Puntari Makmur

720 Solonsa

121 Solonsa Jaya

723 Lantula Jaya

L24 Sampeantaba

125 Ungkaya

126 Bumi Harapan

Total

BUPATI MOROWALI

TASLIM

909.372.0001

726.O26.OOol

780.346.oOOl

89 lLanona 8Os.213.oOOI

9O lBahomohoni 8L7.222.OOO\

813.215.0001

8s8.267.OOOl

8s9.729.oOOl

94 lsahomante 944.346.0001

VlI IBUNGKU BARAT 8.242.844.m01
95 lgahoea Reko- Reko 916.720.0001

777.377.0OO1

730.994.0001

98 lembunu 760.839.0001

7s9.86s.O0ol

867.s01.0001

7s1.231.oool
863.9s6.oool
947.773.0OO1

866.s88.0001

10.431.010.m01
795.s39.0001

822.121.0O01

776.L24.OOOI

770.734.000l|
7s3.076.0O01

784.030.0001

7U.462.0OO1
917.289.0001

79O.84s.OOOl

812.194.0001

841.788.0001

742.94O.OOOI

888.468.0001

7.462.575.0@l
s02.235.0001

778.898.0001

so2.s99.oool
821.909.0001

122 lMoahino 881.618.0001

881.710.0001

860.403.0001

8S8.434.OOOl

744.769.OOOI,

103.094.201.(xx)1

r
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